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LEMBARAN DDAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

Ma_11
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PERATURAN DAERAH KARLIPATEN
OGAN KOMERING ULU

ROMOR 7 TAHLIN 2y

LT

TENTANG -
ZIM USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAMHMAT TUHAN YAND MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULL

e L R

#Nmbang :da. bamva dalam rangka Pembinazn dan
Petlindungan masyarakal, setta pengavmsan
; dan pangendalian  twhadap usiha

perdapangan dalam Kabupaten Ogan
Homering U, maka perdu dishir mengenad
Izin Usahe Perdagangan ;

b. bahwa Untuk maksud terssbut pada hunf a di
E atas, perdu ditstapkan dangan Peraturan ;
Daerzh Kabupaten Ogan Komenng Uk,
ingat 1. Undang — undang Noemor 28 Tahun 1859

! tormtang Fembentukan Daevah Tingkat i dan
l Kotapraja @i Sumatera Salatan (Lambaran
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MNsgara Tahun 1959 Momor 73, Tambahan
Lembaray Mogarm Momor 1821},

Undang-undanyg Momor & Tahun 1981
wntang Hukoem Azara Pidana { Lembaran
Negara Tshun 188% Nomos 48, Tambahan
Lembaran Nagarm Nomor 3208 };

Undang-unciang WNomor 32 Tahun 1997
tentang Peordagengan Bedqangks Komidid
{Lembaran Megara Tahun 1907 Momor 93,
Tambahan Lambaran Megara Momaor 3720] ;

. Undangundang MNomer 22 Tahun 1999

jentang Pemarirdatan Daerah ¢ Lembaran
MNogara Tahun 1988 Momor €0, Tambehan
Lembaran Megars Momor 3837 ) ;

Undang — umddang Nemor 25 tahun 1999
tmntang  Perimbangan Kewangan antara
Patnwdntai Pus=st dan Daerah [ Lembaran
Hegara Tahun 1993 Nomor 72, Tambahan
Lambaran MNegars Nomor 38481} ;

Undangtmdanyg Nomor 34 Tahun 2000
tertangyg Perubshan ates  Undang-undang
Momcr 18 Tahun 1887 terdang Pejak Daerah
dan Refribusi Dasrah { Lembamn Negars
Tabunh 2000 Momor 248, Tambatan
Lambarzn Negara Momeor 4048 ) ;

. Undang-undang HNomoar 36 Tehun 2000

tortang Penetapan Peraturan Pamerintah

T A T .

i LY - —
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Pengganti Unh'lg-undang MNomor 1 Tahun
2000 tentany Xzwasan Perdagangan Babas
dan Pelfabuhan Babag menjadi  Undeng.
undang ( Lambaran MNagara Tahunm 2000
Nomar 251, Tambahan Lembaron Magars
Normor 40537 ) ;

tamﬂﬂrdamunPP:"hmrsaTnhﬂn 1957
{ Lembaren Negam Tahun 1957 Nomar 159,
Tnn'rb#nnL&nﬂ:armNagam Momor 14875 -

Kw'aﬂmgan Fropinsi Sebagai  Daeran
Ototrom { Lambaran Megara Tahun 2000
Momer %4, Tambahan Lembaran MNagara
MNomer 3957} .
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den Kopergsi dan Merierd Kauangan Nomar
ITHKPAIVIAED Nomor  385/KMK 0 4/18560
tontang Pencartuman Momor Pokok Walib
Pajogk (NPWP} pada Surat ln Ussha
Pardagangan (SIUP} |

12.Keputisan  Menteri  Pesinwdusirian  dan

Pordagangan Nomor 288 / MPR / KEP {10 f
2001 tertang Melantuan Standar Pemborian
Surat Izin Usaha Perdagangan (SWF) ;

13 Poraturan Daerah Kabupaten Ogan Koemeting
Ulu Homor 2 Tahun 2001 teniang
Pembentukan Suzunan Organleas| dan Tals
Keda Dinas-Dinga  abupsion Ogan
Komering L ;

14, Parsturan Dasrah Kabupatedy Ogan Komering

Um HNomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk

Hukuan  Kabupslon  Ogan

#omedng Ul { Lemboran Daerah Tahun
2002 Nomor T SeriE ) ;

15. Pefaturen Oaerah Kabupater: Ogan Komeating
Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik
Penyusuran dan Materl Muatan Produk-
produk Hukum Kabupaton, Ogan Komering
Ulu { Lermbaran Doerah Tahue 2002 Nomo: 8
SerE ).
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Dengan Persetujuan

OGAN KOMERING ULV
MEMUTUSKAN :

Mensatapkan ' PERATURAN DAERAH KABUF

Dalam Perafuran Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.

OGAN KOMERING LU TENT
USAHA PERDAGANGAN

BAS |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komaring Ulu.

Pemerintzh Kabupaten adalah Pemerintah
Ogan Komering ulu. :

Bupati adatah Bupati Ogan Komering Ulu,

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pangusaha Kecll Menengah adalah Dinas Perindu
Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecl
Kabupaten Ogan Komering Ukl

Kepala Dinas Perindusirian, Perdagangan dan
Pengusaha Kecil Menengah edalah Kepala
Perindusirian, Perdagangan dan Koperasi Pe
Kech Menengah Kabupaten Qgan Komaring Ulu,
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6. Petdagangan adalah kegiatas jual bell barang etau jasa
yang dilakukan sacama tens menerus dengan tujuan

'pongaiihanhakatasbcmngahupsadangandw
imbalan atal konpensasi.

7. Wm@hhsmhmummmmm
pnsusa&myang bersifat tdap dan terus menerus dan

Kabupaten Ogan Komerig ulu unhik mamperoleh
keunhmgan can atau laba.

l.mmmmmm._.,
atau badan yammnjahn\wlsesmjecuspmatmn.

.Usaraadalahseﬁapﬁndam,perbuahnahumm
apapun dalam bidang porelonomian yang dilakukan ojeh
setinp pengusaha unhk tupan memperoleh keunkungan
dan atau laba.

| Badan edatah susiu Badan Usaha yang meliputl peragrosn
Kkomanditer, perseroan kinnra. Badan Usaha Mikik Negara
‘dan Daerah dengan ma dan pantuk leinnya,
persekituan, perkumpular, firma,  kongsi, koparasi,
yuyummommsslm,mdmmmn
dan berduk usaha lainnya, :

Usaha Perdagangan sdenjuinys disebut SIUP adalah
Burat  kzin untik  meliksanaken kegistan Usaha

rdagangan.

pahan Perusahasan adalsh perubahan dalam

sahaan yang melipy nama perusahaan, bartuk
haan, asiemat lantor  perusahaan, nama
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pemilikipananggung, NPWP, modal dan kekayaan b
bidang usaha, jeais barangfasa dagang utama.

»
BAB I
|ZIN USAHA FERDAGANGAN
' Pasal 2

{1) Setiap Perusahsan yang melakuken kegiatan U
Perdagangan dalam  Kabupaten teriebin  daht
memperoteh SHJP dari Bupati, kecuali ditentukan |
datam Peraturan Daeraf ini. '

(2) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdini o
3 (tiga) golongan sebagai berikut ;

a. SIUP Kecil.
b. SIUP Menengah.
¢. SIUP Besar.

Pasal 3

(1) Untuk Pernusahaan ymng melakukan kegiatan U )
Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (ne
Porusahaan selurubnya diatas Rp. 15,000,000, {ima
ja ) sampai dengan Rp 200.000.000- (dua retus
rupiah) fidak termasuk tanah dan bangunan tempat
wajib memperoiah SKP Kecil,

{2) Perusahaan yang  melakukan  kegiatan
Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih
Porusahasn selunuhnya dl atss Rp 200.000.000,-
rafus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,-



mius Huta rupian) tidak termasuk tanah dan bangunan
-{pet usaha, wajib memperolah SRIP Menengah.

Perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  Usaha
Pordagangan dengan modal dan kekayaan hersih (netto)
Perusahaan seluruhnya di atas Rp S00.000.000- (ima
mtus juta rupish} tidak termasuk tanah dan bangunan
lompat usaha, wajib mempercleh SIUP Basar.

Pasal 4

ahaan yang meiakukan Perubahan Modal dan Kekayaan
Ih (netto} balk karena peningkatan maupun penurunan
dibuldikan dengan Akia Perubahan dan atau Neraca
aan wajih  menyssuaikan SKIP seswai dengan
n sebagalmana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah

. Pasal 8
yalikan dan kewajiban SIUP sebagaimana dimaksud
2 Peraturan Daerah ini adatah Perusahaan yang Modal
Kekayaan barsih Rp.15.000.000,- kabawah.
Pasal 6
haan yang dikecualikan dari kewajiban membuat SIUP

imana dimaksud pasal 5 dapat diberikan SRIP apebila
daki yang bersangkutan.
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Paragrafd
OBYEK DAN SUBY¥EK SIUP
Pagal 7

(1) Obyek SIUP adalah Pesusahaan sebagaimana dimaks
Pasal 2 dan 3 Peraturan Daorsh i .

(2) Subyek SIUR adaiah oreng pribadi atay Radan.

Paragrat 2
TATA CARA MEMPERCLEH SIUP
Pazssi B

{1) Permohonan SIUP disjukan secara tertulis kepads Bu |
melalui Instansi yang membidang! urusan Perdagangan.

{2) Syarat — syarat permohenan SIUP sebagaimana dimaksug
ayat (1} Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan
sesuai dengan Persturan Perundang — undangan
berkaku.

Pasal 8

(1) Bupati atau Psjabat yang ditunjuk dalam jangka b
paiing lama 15 (lima belas) hari keja harus sudal
mangambil  Kepuhusen menarima  atau  menola
parmohonan SIUP. 7

{2) Dalam hal penclakan Permohonan sebagaimana dimakstie
Byat {1) Pasal in herus disertai dengan alasan
penolakannya,



b

sabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud Ayat

1), Bupati atay pejabat yang ditunjuk fidak memberkan

utusan manerima atau menclak, maka pemohonan
BIUP dianggap diterima.

Paragraf 3
MASA BERLAKU SIUP
Pasal 19

UIUF bernaku selama Perusahaan yang bersangkutan
 masih menjalankan kegtatan Usaha Perdagangan dan

memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundiang ~ undangan
- yang berlaku.

) SIUP sobagaimana dimeksud ayat (1) Pasal ini setap 5
(lima) tahun waiib didaftar uiang.

Paragraf 4
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG SIUP
Pasal 11

(1) Pemegang SIUP borkewsjiban sebagai bevlkut :

a. menempatkan SIUP di angan tempat kedudukan
Porusahaan yang mudah difihat urnum.

. Memberi data / infonmasi mengenal kegiatan usahanya
apabita diminta olah Pejabat yang ditunjuk,

. Menyampaikan laporan mengenal kegitaan usahanya
secara berkala kepada Bupati alau pelabat yang
ditunjuk .

. Meiaporkan kepada Bupati atau psjabat yang ditunjuk
apabila perusahaan selama 6 {enam) bulan berfurut -
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furut tidak lagi melakuken kegiatan usaha perdagang
atay  menutup peorusshaannya cksertai  alasan
alasanya dan pengambalian SIUP.

e. Membayar Pungutan Dasrah sesuai dengan Peraturs
Perundang - undangan yang bertaku.

f. Manizali Perafuran Perundang -~ undangan
berlaku di Bidang Usaha Perdagangan,

{2) Perusahaan pemegang SIUP diarang melakukan keglatar
Perdagangan Berjangka Komodifi kecuali telah memenuly
ketentuan dan sesuai Penaluran Perundang — undangan
yang berlaku. '

BAB Iv
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

{1} Bagi pemiik SRUP diberikan peringatan secara terhilis
apabita :

2. Molakukan ksginian usaha tidak sesuai dengan Izin
yetig dimilild. X
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~

Adanya lapogan / pengaduan darn pejabat yang
borwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan
Hidak memenuhi kawajiban perpajakan sesual dengan
peraturan perundang — undangan.

Bolum mendaltarkan perusghaannya dalam  daftar
porusahaan.

i atau Pejabat yang ditunjuk dapat membekukan dan
but SIUP perusahaan yang melanggar ketertuan
ran perundang — undangan yang bedaku.

Pasat 14

cara n sanksi Administrazi sebagaimana
ud Pasai 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan
usan Bupati sesusi Feraiuran Perundang — undangan
g berlaku.

BAB YV
KETENTLUAN PIDANAS
Pasal 18

1) Pelanggaran tarhadap ketentuan Pasal 2, diancam pidana
kurungan paling fama © (enam) bulan atau denda
sobanyak ~ banyaknya Rp. 5.,000.000.- ( lima Juta Rupiah )

dengan afau tanpa merampas barang tertentu umiuk
xabupaten kecugll ditentukan lain oleh Paraturan

Parundangan undang yang beriaku.
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{2} Tindak Pidena sobagaimana dimaksud zyat {1} a o
Peianggaran.

‘ . BaBVWi 3
PENYIDIKAN ' 3
Pasat 16 e,

(1) Penyiditkan atas lindak pidana sebagaimana dimakeses
dalam Peratsran Dasrah ini dapat juga dilakukap o
Penyidik Peogawal Negeri Sipil (PPNS) difingkungs
Pemeorintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetaphy
sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berfal

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pajat
Panyldik Fegawai Negeri Sipd (PPNS) sebagaimaf
dimaiksud syat (1) berwenand :

a, menerima laporan atau pengaduan dani sese
tentang adanya tindak Pidana;

b. melakukan tindakan periamz pada saat itu dl temp
keiadian den melakulan pemeriksaan;

c. rnenyumh' barhentl seseorang  tersangka
memearksa tunda pargené dirl tersangka,

d. melakukan penyitaan benda atau surat,
8. mengambil sidik jar dan memciret seseorang |

1. memanggil orang uriuk didengar dan dipariksa sobag
tarsangka atau saksi;
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. ‘5.
dalangzan ocrang ahli yang diperiukan datam
Whingannya dengan pomeriksaan perkar;

nengadakan  penghentan |, Plnyidikan, setelah
ndapat petunjuk dad Penyidik Umum hahwg tidak
fordppat cukup buldi atah peristiwa tersebut, hukan -
merupakan tindak pidana tdan selanjutgya: melalui
Penyidik Umum memberitahukan hal tersaBut kepada °
Penutut Urnunn, tersangka atau kelarganyad, 4 + .

mengadakan tindakan lain menurut hukym yang gapat
dipertanggung jawabkan. S o

- ’
BARB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

yang teleh diterbtkan secaia sah sebelum pardakunya
ran Daerah ini tetap pericku dan dolam jangka waktu
g fama | {s2tu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah
s sucah disesugihan dengan Peraturan Daerahini .

Fasal 18

Mhar yang helinn diatur dalam Peraturan Dwerah ini,
i teknis pelaksanaannya ditétapkan
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BAB Vill
KETENTUAN PENUTUP
FPasal19 .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu

Agar setiap orang dapat neng
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah lnl.
penampatannya dalam Lembaran Dserah Kabuy
Komering Ulu.

Ditatapkan df Baturgja
pada tanggal, 18 Baptember

BUPAT! OGAN KOMERING
Cap/dto.
SYAHRIAL OESMAN.
Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 sepitamber 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OOAN KOMERING ULU,

Cap/dto.

SYAMSUODAR.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING U
TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI“E “



